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PENDAHULUAN

Saat ini masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia
telah menghadapi situasi pasar yang semakin dinamis. Perubahan
(transformation) ini juga terjadi pada sektor perdagangan pangan dan
pertanian (agri-food) dimanz secara parale! telah terjadi liberalisasi yang
mengintegrasikan antara pasar global dengan sektor pertanian domestik
di masing-masing negara termasuk Indonesia. Tetintegrasinya pasar
global dengan sektor domestik dicirikan dengan adanya privatisasi
perusahaan-perusahaan publik, berkurangnya intervensi negara terhadap
pasar dan tingginya level penanaman modal asing (FDI/Foreign Direct
Investment) termasuk dalam industri pangan dan retail domestik (Bijman,
et al 2011). Selain itu terjacdi pertumbuhan pasar pada sektor retail agri-
food yang diikuti dengan peningkatan produk-produk primer bernilai
tinggi seperti susu, daging, hortikultura dan produk perkebunan khusus
(speciaity) seperti kopi (Reardon et al., 2003). Kebijakan sektor pertanian
juga berubah dimana munculnya prioritas baru dalam standarisasi produk
pangan (seperti perhatian terhadap isu lingkungan dan keamanan
pangan). Proses standarisasi juga mengalami pergeseran dari standar
publik {public standard) ke standar yang dikeluarkan oleh pihak swasta
(private standard). Trend permintaan kcnsumen untuk produk agri-food
seiring dengan meningkatnya permintaan mereka dalam hal kualitas,
keragaman dan keamanan (kesehatan) pangan (Reardon et al 2009;
Reardon et al.,, 2003). Secara umum, transformasi pasar agri-food yang
dinamis tersebut telah merubah tata kelola (governarnce) dari organisasi
agribisnis.
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Transformasi pada sektor agri-food ini merespon kepentingan
konsumen yang cenderung bergeser, dimana konsumen mulai
memperhatikan isu lingkungan dan kondisi sosial yang kemudian telah
mengarahkan industri agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pertanian
berkelanjutan (sustainability codes) melalui penerapan skema sertifikasi
(certification schemes) dan klaim labelisasi produk pada sektor tersebut.
Pada kasus Indonesia, sektor komoditi kopi sebagai salah satu sektor agri-
food juga mengalami transformasi, dimana adanya kecenderungan
semakin dominannya perusahaan besar swasta dalam perdagangan
komoditi tersebut. Dominasi ini diikuti dengan menerapkan regulasi yang
ketat terkait izi: eitka dan lingkungan yang kemwudian berimplikast
terhadap seluruh struktur rantai nilai (value chain) dan tatanan
kelembagaan (institutional arrangement) pada sektor komoditi kopi. Hal
ini juga berpengaruh terhadap petani kopi Indonesia sebagai bagian dari
rantai nilai komoditi tersebut. Reguiasi perusahaan global telah menjadi
faktor pendorong terjadinya perubahan struktural dari organisasi petani,
tingginya intensitas kcordinasi antar petani dengan pedagang dan
meningkatnya penetrasi perusahaan dagang multinasional pada sentra-
sentra produksi kopi di Indonesia (Neilson. 2008).

Trend pemasaran kopi lokal di pasar global saat ini dalam
merespon pasar yang dinamis ditunjukkan dengan meningkatnya
tuntutan penerapan sistem sertifikasi produk dan sistem label seperti apa
yang telah diterapkan pada produk pangan-pertanian lainnya. Penerapan
standar sosial dan standar lingkungan hidup pada ekonomi kopi dianggap
penting dengan argumentasi bahwa hal ini membawa implikasi jangka
panjang bagi kualitas lingkunigan hidup dan tingkat keberlanjutan
ekonomi kopi itu sendiri {Arifin, 2012). Proses sertifikasi produk ini
berimplikasi terhadap biaya yang akan dikeluarkan oleh petani dan
meningkatkan penggunaan sumberdaya lain yang dimiliki oleh petani kopi
(waktu, lahan, dsh). Dalam penerapannya, proses sertifikasi
membutuhkan keterlibatan berbagai pihak® yang bertujuan untuk
menjadi akselerator atau fasilitator bagi petani, dimana umumnya
mereka berada pada skala usaha yang tidak ekonomis. Dengan demikian

* Arifin (2008), mengarisbawahi beberapa alternatif pihak yang dapat berperan dalam
regulasi sektor kopi yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi kopi, pihak pertama (first
party) seperti yang dilakukan oleh starbucks, pihak kedua (second party) seperti SAl, pihak
ketiga (third party) yang dilakukan oleh hanyak LSM seperti Utz Kapeh, Rainforest,
Fairtrade dan Organic system and pihak keempat (fourth party) dalam penerapan 4C
(Common Code for the Coffee Community).
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implikasinya adalah dibutuhkannya kelembagaan petani yang tepat
memfasilitasi dan membantu petani agar bisa kuat di dalam rantai pasok
(supply chain) komoditi kopi global yang dinamis.

Salah satu syarat dari sistem rantai nilai dalam skema inisiatif
baru keberlanjutan sistem produksi pangan dan pertanian adaiah
pembentukan organisasi petani (Arifin, 2012). Secara konseptual, saat ini
kelembagaan petani yang masih dianggap tepat untuk menghadapi
perubahan pasar global yang dinamis adalah koperasi pertanian.
Walaupun untuk konteks Indonesia, koperasi pertanian (koperasi
produsen) memiliki permasalahan tersendiri baik ditinjau dari perspektif
sejzrah miaup I aspek man:jemen. Dalam kaitan dengan sejaran,
koperasi pertanian di Indonesia banyak mengalami intervensi dari
pemeriniah yang kemudian berpengaruh terhadap kemandirian dan
kekeliruan persepsi dalam pelaksanaannya. Koperasi yang seharusnya
berawal dari bawah {bottom up) justru menjadi koperasi yang bersifat top
down yang menjadi alat kekuasaan pemerintah. Dari sisi manajemen,
masih rendahnva kapasitas sumberdaya manusia dan lemahnya sistem
manajemen teleh membuat pelaksanaan kegiatan ekonomi koperesi
banyak menyimpang dari prinsip-prinsipnya.

Koperasi pertanian secara konsep dibangun untuk mendukung
kesejahteraan ekonomi petani (petani kecil). Koperasi didirikan untuk
meningkatikan posisi rebut tawar (bargaining position) anggotanya,
kemudian menjadi kekuatan penyeimbang (countervailing power) antar
nrodusen (petani) dengan yang konsumen dalam hal ini perusahaan
pengolahan (processor), pedagang (trader) dan peritei (retailer). Koperasi
pertanian bertujuan untuk mengorganisasi kegiatan koordinasi antara
produsen dan aktor lain seperti perusahaan, pedagang dan retailer dalam
aktifitas ekonomi terutama untuk memberikan kesempatan lebih besar
kepada petani dalam kegiatan ekonominya. Tantangan yang dihadapai
petani berupa lemahnya akses dan informasi pasar serta rendahnya
kemampuan finansial untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk
membutuhkan koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sosial yang berada
di pedesaan. Keberadaan petani yang umumnya berada di pedesaan saat
ini telah menyatu dengan rantai suplai agri-food pada level nasional
maupun internasional dimana kekuatan perusahaan besar swasta sebagai
aktor utama sangat dominan. Karena itu salah satu tantangan saat ini
vang dihadapi dalam lingkup pembangunan ekonomi pedesaan adalah
memperkuat posisi ekonomi mereka dalam rantai suplai tersebut (Bijman,
2007).
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Upaya memperkuat posisi ekonomi petani dalam menghadapi
rantai suplai tersebut tidak hainya mengacu pada kemampuan
meningkatkan kekuatan penyeimbang saja, namun juga terkait
bagaimana meningkatkan kemampuan memenuhi kualitas produk
(komoditi kopi) seperti yang dipersyaratkan oleh konsumen domestik
maupun internasional (baca : perusahaan seperti starbucks). Pertanyaan
utama adalah bagaimana small producer of coffee (petani kopi) dapat
menjadi pensuplai utama dan berkelanjutan di dalam rantai suplai
tersebut. Dalam kaitan ini petani yang bergabung dalam koperasi
diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban terhadap pertanyaan
terseut.

Koperasi di negara berkembang di Indonesia menghadapi
tantangan yang sama seperti di negara maju yaitu bagaimana mereka
dapat menjadi partner (mitra) bagi rantai suplai yang modern. Tulisan ini
akan coba membahas secara umum fungsi dari koperasi dan tantangan
koperasi dalam menghadapi tantangan baru yaitu bermitra dalam rantai
suplai global. Tulisan ini akan dimulai dengan menyajikan secara
konsepiual karakieristik ideal dari koperasi pertanian. Kemudian, tulisan
ini juga akan mendiskusikan fungsi koperasi pertanian dalam perspektif
tradisional dan bagaimana fungsi koperasi agribisnis kopi mengantisipasi
perubahan pasar yang dinamis. Selain itu, mencoba memberikan
gambaran kondisi aktual koperasi atau kelembagaan petani kopi di
Indonesia. Kemudian terakhir kami memberikan konklusi dari tulisan ini.

KARAKTERISTIK KOPERASI PERTANIAN YANG 'DEAL

Kami akan menyajikan koperasi dalam konteks tulisan ini adalah
koperasi produsen dimana petani sebagai pemilik koperasi (farmer-owned
cooperative). Untuk menjelaskan konsep ini kami berangkat dari asumsi
koperasi pertanian merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh
produsen (petani) yang memiliki tujuan untuk mengembangkan
kesejahteraan dan kemampuan ekonomi (economic well being) mereka.
Dapat dipahami jika koperasi mempunyai bentuk dan fungsi yang
bervariasi baik antar negara maupun antar komoditi. Keberagaman ini
merefleksikan adanya perbedaan tujuan, dimensi ekonomi, aspek legal
dan struktur internal dari koperasi-koperasi tersebut. Xhusus di Indonesia
koperasi kita pahami sebagai suatu badan hukum, walaupun di beberapa

negara lain koperasi dapat berbentuk sebagai organisasi petani atau
asosiasi petani.
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Dalam tulisan ini kami tidak menggunakan definisi koperasi
berdasarkan UU Koperasi No 25 tahun 1992, namun kami menggunakan
definisi yang lebih umum yang digunakan oleh ICA :

“a cooperative is an autonomous association of persons

united voluntarily to meet their common economic,

social and cultural needs and aspirations through a

jointly owned and democratically-controlled enterprise’

Koperasi merupakan wadah berkumpul (asosiasi) bagi anggota
dan perusahaan (badan usaha) dimana aktivitas ekonomi dilakukan.
Sebagai wadah asosiasi koperasi melakukan proses pengambilan
keputasan secara d2mokratis, membangun rasa saling percaya (trust) dan
komunikasi informal. Sedangkan koperasi sebagai wadah usaha, anggota
melakukan aktivitas ekonomi untuk mendapat manfaat ekonomi dari
kegiatan tersebut.

Dalam memaparkan konsep karakteristik koperasi yang ideal pada
tulisan ini kami menggunakan konsep yang dijelaskan oleh Bijman (2007)
yang merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip koperasi ICA
{!nternaticnal Conreratives Alliance)®. Koperasi merupakan bentuk aksi
kolektif, memiiiki struktur bersifat bottom up, anggota memiliki hak untuk
mengawasi, pengambilan keputusan secara demokratis dan berorientasi
memberikan manfaat bagi anggcta (Bijman, 2067).

Dalam literatur ekonomi (Barton, 1989) mendefinisikan koperasi
sebagai organisasi yang didirikan untuk mendapatkan manfaat bagi
anggota, dimana anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengawas
(user owned and user-controlled). Koperasi merupakan suatu bentuk aksi
kolektif bagi orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan. Kegiatan
produksi pertanian umumnya didominrasi oleh petani kecil, dimana skala

* Reberapa ahli konerasi mengkritisi UU No 25 tahun 1992 dan pemerintah dan DPR telah
menyepakati Undang-Undang Koperasi No 17 Tahun 2012 menggantikan UU sebelumnya.

* Definisi ini memasukkan koperasi pertanian (produsen) dimana semua aset produksi
merupakan kepemilikan kclektif. Dalarr hal ini kemi memfokuskan pada koperasi ci
tingkat pedesaan dimana anggota memiliki usahatani mereka sendiri (lahan tanaman kopi)
dimana koperasi menyediakan layanan seperti input, pemasaran produk dan pengolahan
bagi anggota.

® Ada tujuh prinsip-prinsip koperasi ICA yaitu (1) keanggotaan yang terbuka dan sukarela
(2) demokratis (3) partisipasi anggota dalam kegiatan ekanomi (4) kemandirian dan
otonomi (5) pendidikan pelatihan dan pensrangan (6) kerjasama antar koperasi dan (7)
memiliki kepedulian terhadap masyarakat
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usaha yang dimiliki tidak ekonomis sehingga cukup beralasan secara
ekonomi bagi petani untuk menggabungkan sumberdaya yang mereka
miliki dalam upaya mengurangi risiko, melakukan pemasaran secara
kolektif dan membeli atau memproduksi input pertanian secara bersama.

Koperasi didirikan oieh produsen (petani) itu sendiri. Walupun
kadangkala pihak eksternal (LSM, pemerintah dll) memberikan inisiatif
untuk pendirian, namun umumnya bantuan tersebut dilakukan hanya
pada tahap awal pendirian. Koperasi idealnya merupakan organisasi yang
muncul dari bawah (bottom up) sebagai wujud dari aspirasi anggota.
Karena itulah koperasi mempunyai identitas ganda yaitu sebagai pemilik
{member-owned) dan juga sebagai pengguna/pengawas (member-
controlled). Member-ownership berarti bahwa anggota berkontribusi
menyediakan kebutuhan modal untuk menjalankan usaha koperasi.
Sedangkan member-controlled berarti anggota dapat melakukan
pengawasan terhadap aktivitas organisasi (koperasi). Meskipun modal
yang telah diinvestasikan adalah secara individu anggota, namun
pengawasan yang dilakukan dapat bersifat kolektif melalui mekanisme
yang diatur dalam koperasi. Ketika melakukan pengawasan dan
menemukar hal yang di luar harapan, maka anggota dapat saja keiuvar
dari koperasi. Hal terkait dengan ini adaiah karateristik keanggotaan yang
bersifat sukarela.

Koperasi memiliki struktur pengambilan keputusan yang
demokratis. Semua anggota memiliki hak suara setidaknya satu suara
(one man one vote) ketika melakukan voting. Anggota berkumpul untuk
memutuskan secara demokratis fungsi, strategi dan investasi yang akan
dilakukan oleh koperasi. Sistem dan proses pengambilan keputusan yang
dilakukan dapat beragam tergantung kepada ukuran suatu organisasi dan
kultur politiknya. Beberapa koperasi yang jumiah anggotanya besar sudah
melakukan pengambilan keputusan melalui keterwakilan anggotanya.

Koperasi merupakan usaha yang berorientasi kepada anggota
(user-oriented firm), bukan berorientasi kepada pemilik modal (investor-
orientec firm/IOF) atau bercrientasi kepada keluarga terdekat (family
oriented firm). Anggota (user) memiliki tujuan untuk menghasilkan
keuntungan dalam bisnis mereka dimana adanya koperasi adalah untuk
memberikan dukungan untuk mencapai tujuan ini.

Koperasi dalam mewujudkan aktifitasnya memiliki perspektif
jangka panjang. Dalam kaitarn dengan koperasi pertanian, beberapa
komoditi yang diusahakan sangat terkait dengan lingkup atau kerangka
waktu dari aktivitas pertanian itu sendiri. Beberapa kegiatan pertanian
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yang diusahakan kadangkala menuntut investasi jangka panjang yang
mungkin saja mempunyai rentang waktu antar generasi dari anggota
koperasi tersebut. Rentang waktu yang panjang ini tentu saja
berpengaruh terhadap perubahan tata nilai dan norma yang ada dalam
koperasi (mengikuti perubahan jaman). Perbedaan norma dan tata nilai
ini jika tidak diantisipasi akan berdampak pada peningkatan biaya
transaksi dikarenakan mengganggu hubungan antar anggota dan juga
hubungan dengan pihak manajemen (pengurus) di dalam koperasi
(Bijman, 2007).

Koperasi merupakan asosiasi yang berasal dari kumpulan orang
(entitas sosial). Sebagui entitas sosial, dalam aktifitasnya koperasi
memiliki memiiiki mekanisme sosial yang berwujud adanya komitmen
terhadap koperasi, adanya solidaritas, adanya identitas sosial dan
memperhatikan komunikasi internal. Identitas sosial penting bagi bagi
anggota koperasi dimana anggota dapat membandingkan harapannya
ketika melakukan aktivitas secara perorangan ataupun secara kolektif
(Bijman, 2007).

Karakteristik ideal dari koperasi ini teritu bukanlah sesuatu yang
bersifat absolut, namun dapat menjadi bahan untuk didiskusikan dan
dibandingkan dalam memahami realitas koperasi pertanian yang ada.
Banyak faktor yang menjadi sebab bergasernya pelaksanaan koperasi dari
kondisi idealnya, baik dikarenakan lingkungan eksternal seperti tingginya
intervensi pemerintah maupun faktor internal seperti rendahnya kualitas
pendidikan anggota dan faktor kepemimpinan dari pengurus koperasi.

FUNGSI EKONOM: KOPERAS! PERTANIAN (TRADISIONAL)

Pada bagian ini akan cobha dijelaskan secara konseptual fungsi
ekonomi dari koperasi. Penjelasan fungsi ekonomi koperasi pertanian
dibagi dalam dua bagian yaitu fungsi ekonomi koperasi tradisional dan
fungsi ekonomi koperasi dalam menghadapi situasi pasar yang dinamis.
Pembagian ini tidak berarti setiap fungsi akan berjalan masing-masing dan
tidak saling berhubungan, namun pembagian ini lebih bertujuan untuk
memberikan perbedaan kondisi yang dihadapi oleh koperasi seperti
misalnya keiika kondisi pasar semakin dinamis. Ketika pasar semakin
dinamis bukan berarti fungsi ekonomi koperasi tradisional sudah tidak
berlaku, namun fungsi tersebut menjadi prasyarat dalam pelaksanaan
fungsi koperasi selanjutnya.

Koperasi pertanian dalam menjalankan aktivitasnya perlu
menekankan upaya agar memperkuat kesejahteraan anggotanya, yaitu
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para petani. Untuk mencapai hal ini, koperasi dapat menciptakan
sejumlah fungsi ekonomi seperti pemasaran produk pertanian secara
kolektif, pembelian input secara kolektif, sharing risiko dan pencarian
informasi pasar.

Ekonom berpendapat bahwa selain fungsi ekonomi seperti yang
telah disebutkan di atas, secara teori salah satu alasan ekonomi perlunya
koperasi (pertanian) adalah adanya kegagalan pasar. Pasar dalam hal ini
tidaklah senantiasa bekerja dengan efisien atau kadangkala pasar tidak
eksis. Sebagai contoh, banyak kegiatan produksi pertanian dilakukan
dalam unit produksi yang sangat kecil (level rumah tangga) sedangkan
kegiatan pengolahart atauvun  pemasarar dari  produk pertanian
dilakukan oleh perusahaan besar. Pada situasi struktur pasar oligopoli
bahkan monopolistik, petani akan menerima harga dibawah kondisi pasar
yang kompetitif. Koperasi dapat mengatasi ketidak seimbangan
persaingan  ini dengan membangun kekuatan perimbangan
(countervailing power). Dapat disimpuikan jika salah satu fungsi utama
koperasi adalah meningkatkan posisi tawar petani yang bertujuan untuk
menikatkan pendapatan netani. Fungsi meningkatkan posisi tawar ini
berimplikasi pada sejumlah aktifitas koperasi seperti melakukan negosiasi
kontrak dan harga, mengumpulkan secara fisik hasit pertanian, dan juga
menghasiikan produk pertanian dengan kualitas yang seragam. Koperasi
dapat menerapkan standar kualitas dalam kegiatan produksi anggotanya,
dimana dipahami jika produk tidak homogen, kegiatan tawar-menawar
secara kolektif akan lebih sulit dilakukan.

Fungsi lainnya dari koperasi dalam kaitan mengatasi kegagalan
pasar adalah mengurangi informasi yang tidak simetris (information
asymmetries). Pasar yang berfungsi dengan baik ditandai oleh para
peserta pasar yang memperoleh informasi secara lengkap terkait jumlah
suplai dan permintaan baik dalam hai kualitas dan kuantitas yang
diperdagangkan. Walaupun asumsi ini sulit ditemukan di alam nyata
aimana banyak sekelompok orang memiliki lebih informasi dibandingkan
sekelompok yang lain. Informasi yang tidak simetris antara pembeli dan
penjual dapat menciptakan kesenjangan dalam aktivitas perdagangan
yang berakibat tingginya biaya transaksi. Contohnya dalam fungsi
koperasi sebagai penyedia input tanaman kopi (misal pupuk). Ketika
petani dan distributor pupuk meiakukan transaksi maka akan sulit bagi
petani ketika mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait
kondici produk atau kualitas dari produk yang dibeli atau dijual.
Keberadaan koperasi dapat menjadi sarana untuk menurunkan biaya uji
coba produk atau melakukan sharing biaya penilaian kualitas. Bahkan
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pada beberapa koperasi sapi perah, peternak dapat membangun unit
pakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Conton lainnya bagi koperasi dalam mengatasi informasi tidak
simetris adalah dalam kaitan penyediaan kredit. Petani kecil yang
berlokasi di pedesaan mempunyai kesulitan untuk mengakses kredit pada
lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan formal dapat saja menolak
memberikan kredit pada petani kecii (karena faktor lokasi, colateral dll)
atau memberi beban suku bunga yang tinggi untuk dapat mengakses
kredit tersebut. Koperasi dapat mengatasi hal ini dengan mendirikan
koperasi kredit atau unit kredit dari koperasinya. '

Koperasi jupa dapat mengatasi informasi tidak simetris dalam
kaitan memasarkan hasil pertanian. Ketika produser memiilik informasi
yang baik terkait permintaan konsumen di pasar akhir mereka dapat
menggunakan keunggulan informasi ini untuk bernegosiasi harga.
Sentralisasi informasi yang dikelola secara profesional oleh managemen
koperasi akan dapat mengurangi risiko akibat ketidakpastian yang terjadi
di pasar.

Bentuk Kegagzlan pasar lainnya yang harus diatasi oleh koperasi
adalah kurangnya fasiiitas dalam pengolahan hasil pertanian. Lembaga
keuangan eksternal tidak ingin menginvestasikan dalam pengoiahan hasil
dikarenakan return on invesment (RCI) dari investasi yang rendah.
Ketidakinginan untuk menginvestasikan pada fasilitas pengoiahan
disebabkan juga karena transaksi spesifik (transaction specificity) dari
investasi tersebut. Jika pihak A bertransaksi dengan B dengan melakukan
investasi yang merupakan transaksi spesifik. Maka A menjadi tergantung
kepada B. Ketergantungan ini akan menjadi sumber biaya ketika B
memutuskan untuk memutus kontrak sebelum A menghasilkar return
dari investasinya. B bisa jadi mengambil keuntungan dari keterganturgan
pihak A dengan menegosiasi ulang kontrak. Ancaman kehilangan dari
investasi yang dilakukan, termasuk ancaman prilaku oportunis dari B,
cukup menjadi justifikasi untuk A untuk melakukan investasi. Akhirnya
tidak terjadi transaksi yang efisien karena tidak ada yang mau melakukan
investasi. Koperasi dapat mengambil alih permasalahan ini dengan
melakukan investasi sesuai yang diharapkan oleh anggotanva. Pada kasus
produk yang memiliki masalah aset specificity seperti pada sektor kopi,
keberadaan koperasi menjadi sangat beralasan dikarenakan koperasi
tersebut dapat berinvestasi dalam pengadaan mesin penggiling kopi atau
biaya sertifikasi kopi.
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FUNGSI KOPERASI DALAM MENGHADAPI
PERUBAHAN DINAMIKA PASAR GLOBAL

Kita ketahui beberapa waktu belakangan ini telah terjadi
pergeseran fungsi utama dari koperasi berkaitan dengan peningkatan
semakin pentingnya koordinasi rantai suplai secara vertikal (vertical
coordination). Koordinasi vertikal (vertical cordination) dapat didefinisikan
sebagai “penyelarasan dan pengawasan antar segmen dari suatu sistem
produksi atau pemasaran” (King, 1992). Beberapa literatur membedakan
koordinasi vertikal dalam dua kitub ekstrim yaitu spot market (external-
coordinction} dan integrasi vertika! (internc! coordination} dimana
kecenderungan struktur tata kelola (governanc structure) dalam rantai
suplai suatu komoditi (misal kopi) bergeser dari spot market ke integrasi
vertikal. Artinya pasar yang semakin dinamis'mempunyai kecenderungan
untuk semakin meningkatkan koordinasi vertikal (ke arah integrasi
vertikal) sebagai upaya memenuhi permiintaan konsumen yang semakin
spesifik baik terkait isu lingkungan dan isu sosial. Konsumen saat ini juga
semakin menuntut transparansi dan keterteiusuran (traceaniiity) asai usul
suatu produk yang mereka konsumsi. Tuntutan konsumen inilah yang
membuat perusahaan (precessor) untuk semakin berupaya mendekatkan
artara produsen (petani) dengan konsumen. Koperasi secara konseptual
dianggap mempunyai keunggulan dalam memfasilitasi petani untuk
terintegrasi secara vertikal di dalam rantai suplai.

Fertc dan Szabo (2002) mengemukakan beberapa keunggulan
koperasi dalam kaitan integrasi vertikal yaitu pertama, koperasi dapat
menyediakan akses dan mengamankan pasar untuk jangka waktu yang
panjang dengan memberikan proteksi bagi petani melalui pasar yang
komersial dengan menjalin hubungan dengan perusahaan besar
(industri). Kedua, koperasi dapat membangun kekuatan penyeimbang
{ceuntervailing power) dalam menghadapi situasi persaingan yang tidak
berimbang. Padg situasi struktur pasar oligopsoni bahkan monopolistik,
petani akan menerima harga dibawah kondisi pasar yang kompetitif.
Kekuatan ini dihgrapakan dapat mempengaruhi keadaan pasar dan harga
yang dihadapi oleh petani. Ketiga, pada beberapa kasus koperasi dapat
meningkatkan kemampuan penerapan  tehnologi petani dan
meningkatkan efisiensi pasar melalui aktivitas denganmeningkatnya nilai
tambah. Keempat, koperasi dapat menurunkan dan menginternalisasi
kegiatan biaya transaksi (informasi) dengan aliran informasi yang lebih
baik dari konsumen (koperasi dalam integrasi vertikal mendapatkan
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informasi yang lebih akurat terkait apa yang diharapkan oleh konsumen).
Terakhir, koperasi pertanian dapat meningkatkan pendapatan anggotanya
melalui penurunan biaya transaksi dan biaya produksi. Hal ini dikarenakan
adanya surplus yang diterima anggota akibat meningkatnya level dari
saluran pemasaran produk yang dihasilkan.

Salah satu fungsi koperasi berkaitan dengan informasi yang tidak
simetris di dalam rantai suplai adalah dalam kaitan permasalahan
informasi kualitas yang dihadapi oleh petani. Sebagai contoh, petani
memiliki informasi yang lebih baik, biasanya daiam hal karakteristik
langsung dari produk yang dihasilkan terutama berkaitan dengan metode
aroduksi pada wevel on farr:. Karzkteristik ini’sebenarnya bagi pembeli
sulit untuk diukur.’ Kesulitan untuk mengukur karakteristik produk ini
membuat pembeli tidak berminat untuk membeli produk tersebut dan
cenderung memberikan harga yang rendah. Dalam hubungan antara
pembeli dan penjual ini terjadi informasi yang tidak simetris yang jika
dilihat dari sisi petani dapat menyebabkan kehilangan kesejahteraannya.
Ketika pembeli dari produk berkualitas tinggi tersebut adalah perusahaan
yang dimiliki oleh petani daiam hai ini koperasi, maka masalah antara
penjual dan pembeli ini bisa terselesaikan, dikarenakan tidak ada konflik
kepentingan diantara keduanya. Selain itu koperasi dapat memiliki biaya
yang rendah dalam menjamin produsen (anggota/petani) mereka
terhadap kualitas yang dipersyaratkan. Hal ini dikarenakan koperasi
memiliki rentang pengawasan yang pendek dengan anggota koperasi.
Dalam ekonomi, ha! seperti ini memberikan insentif sosial dalam kaitan
menjaga anggota dari berprilaku oportunis (menghasilkan produk yang
rendah kualitasnya dengan mengharapkan mendapatkan harga yang
tinggi).

Koperasi dalam melakukan transaksi dengan konsumen
(perusahaan pengolah, pedagang, pengecer, konsumen langsung) dapat
saja menghadapi masalah informasi yang tidak simetris. Hal ini dapat
diakibatkan oleh informasi yang terbatas antara koperasi dan konsumen
dimana konsumen tidak mampu mengukur kualitas dari produk yang
berasal dari koperasi. Bijman (2007} menyebutkan ketidakmampuan
pembeli dalam mengukur kualitas suatu produk tersebut sebagai
credence attribute’. Permasalahan informasi ini dapat diatasi dengan
cara koperasi membangun reputasi dan membangun citra merek dagang.

7 Menurut Bijman (2007) dalam menerima atau memahami atribut ini (credence attribute)
konsumen mendasarkan dirinya pada “credentials” atau reputasi dari penjual dalam hal ini
koperasi.
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Dalam kaitan dengan komoditi kopi, koperasi dapat mengikuti sertifikasi
produk dan kemudian mengembangkan suatu merek dagang yang
terpercaya dimana merek tersebut mencerminkan kredibilitas dan
komitmen koperasi kopi tersebut. Merek dagang tersebut dapat menjadi
sinyal bagi konsumen (pembeli) yang cenderung akan melakukan
pembelian secara berulang. Dalam produk pertanian, yang sering terjadi
pembelian berulang, maka reputasi menjadi instrumen yang sangat
penting dalam mengurangi biaya transaksi akibat informasi yang tidak
simetris.

Salah satu cara yang dilakukan koperasi dalam menghadapi
tonrdinasi vertika! yong seiakin tinggi adalah dergan menerapkan
standar kualitas produk baik privat maupun publik standar (pada kasus
komoditi kopi semua standar yang dilakukan adalah inisiatif dari pihak
swasta). Standar preduk ini dapat memberikan sinyal kepada konsumen
bahwa koperasi mempreduksi produk yang berkualitas. Koperasi juga
dapat membantu kcnsumen (perusahaan pengolahan kopi) dalam
memperoleh informasi terkait kepastian kualitas dan kepastian produksi.
Kepastian produksi dan kualitas sangat berkaitan dengan kegiatan
perusahaan untuk memelihara kualitas dan menjaga kesiapan pengaturan
peralatan pengolah agar bisa lebih efisien.

Koperasi juga dibutuhkan dalam menata kebutuhan terhadap
sistem jaminan kualitas. Konsumen modern saat ini membutuhkan
informasi yang lebih detil terkait setiap tahapan dari proses produksi
makanan yang mereka konsumsi di sepanjang rantai suplai tersebut.
Keperasi sangat tepat sebagai interface untuk memfasilitasi antara
producer dan processor untuk membuat tatanan sistem jaminan kualitas.
Membuat sistem kontrol kualitas sehingga memenuhi harapan
konsumen.

REALITAS KOPERASI (ORGANISASI PRODUSEN) KOPI Di INDONESIA
SAAT INI

Koperasi di Indonesia sangat dominan dengan campur tangan
pemerintah dimana pemerintah berupaya memobilisasi koperasi sebagai
alat politik bagi mereka yang sedang berkuasa pada saat itu (baca : orde
baru). Namun, Dominasi peran pemerintah tidak memberikan insertif
yang lebih besar kepada petani untuk mengembangkan organisasinya
menjadi lebih kuat dan mandiri (Neilson, 2008). Kegiatan pengemkangan
kelembagaan petani lebih ditekankan pada jargon pembangunan
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ekonomi dan retorika program pembangunan bagi yang berkuasa pada
saat itu. Dalam sejarah perkembangan koperasi kita dapat melihat bahwa
keberadaan koperasi terus mengalami campur tangan kekuatan politik
baik pada masa orde lama maupun pada masa orde baru.

Kegiatan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh
pemerintah tidak lepas dari peran koperasi pertanian sebagai wadah bagi
petani dalam pelaksanaan kegiatan produksinya. Pada awal masa orde
baru koperasi pertanian teraktualisasi dalam bentuk unit usaha tunggal
(single purpose cooperatives) untuk setiap komoditi yang diusahakan oleh
petani. Namun dengan adanya program swasembada pangan yang
dicana‘igkasn pemerintah orde baru, dibentuklah Koperasi Unit Desa’
(KUD) yang memonopoli kegiatan usaha pertanian yang ada di pedesaan
(multi purpose cooperative). Selain membawa dampak positif dalam
upaya pencapaian swasembada pangan pada saat itu, keberadaan “KUD"
juga memberikan implikasi negatif. Koperasi pertanian dalam hal ini KUD
lebih banyak dipolitisasi dan sering menjadi propaganda pemerintah.
Setelah berakhirnya orde baru koperasi telah mengalami pergeseran citra
dan pergeseran persepsi dari petani dimana setiap kogiatan koperas
cenderung dipandang sebagai hagian dari program pemerintah®. Kogerasi
pertanian mengalami sejarah yang buruk dengan tingginya intervensi
pemerintah dalam rantai suplai produk pertanian. Hal ini dikarenakan
tingginya perilaku oportunis pengurus koperasi yang memanfaatkan
koperasi dengan melakukan korupsi dan menggiring koperasi sebagai aiat
politik.

Suatu kebiasaan bagi pemerintah padz masa orde baru adalah
melakukan intervensi dalam perdagangan kebutuhan pangan dengan
mendirikan lembaga pemasaran dan perdagangan lokal yang bersifat
monopolis. Perdagangan pertanian didominasi oleh struktur yang

® pemerintah melalui Inpres Nomor 14 tahun 1984 mengeluarkan kebijakan pembentukan
KUD sebagai satu-satunya koperasi di wilayah pedesaan. Dalam kaitan dengan kebijakan
ini pemerintah berperan aktif dalam pendirian KUD (top down approach) dan kebijakan ini
berimplikasi terhadap diharuskannya bergabung koperasi singie purpose (koperasi
komoditi) seperti koperasi kopra, koperasi karet dil ke dalam KUD. Pada tahun 1958,
pemerintah mengeluarkan inpres Nonior 18 yang membatalkan hak monopoli KUD di
Pedesaan.

2 Koperasi cenderung sulit untuk menjadi entitas yang mandiri karena ketergantungan
yang tinggi pada pemerintah. Pada kasus kegiatan pemberian kredi di koperasi, anggota
mempunyai kecenderungan untuk tidsk mau mengembalikan pinjaman dikarenakan
mereka menganggap dana tersebut merupakan dana bantuan pemerintah
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termonopoli dengan menerapkan sistem tataniaga'®, walaupun khusus
untuk komoditi kopi hal tersebut tidak sempat terjadi (Neilson, 2008).
Keterlibatan pemerintah dalam memberikan intervensi pada sektor
komoditi kopi (terutama pada kegiatan ekspor) relatif lebih sedikit
dibandingkan komoditi lain. Dalam kaitan ini peran sektor swasta lebih
besar dalam melakukan pengembangan sektor komoditi kopi di Indonesia
(Neilson, 2008). Hal ini yang menjadi alasan perkembangan koperasi
(dengan pola intervensi pemerintah) tidak banyak terjadi di sektor
komoditi kopi.

Pendirian organisasi petani nada sektor kopi lebih banyak berasal
dasi inisiati! perusahaan swasta atou lembaga swadaya masyarakat. Hal
ini terutama pada wilayah-wilayah yang sudah melakulkan perdagangan
ekspor dari komoditinya seperti beberapa sentra kopi Arabica (specialty
coffee) di iIndonesia‘seperti di Gayo (Aceh) dan Tcraja (Sulawesi Selatan).
Organisasi petani dalam hal ini koperasi pertanian untuk komoditi kopi, di
beberapa wilayah sentra telah didirikan sebagai syarat penerapan
sertifikasi dari komoditi tersebut. Sebagai contoh beberapa koperasi
petani kopi didirikan di wilayah Gayo Aceh. Koperasi ini dibentuk dengan
tujuan menghimpun petani kecil dalam melakukan kegiatan produksi
terutama sebagai wadah bagi penerapan sistem sertifikasi (Organic end
Fair trade Certification). Sistem sertifikasi difasilitasi oleh koperasi dengan
melakukan inspeksi dan monitoring penerapan budidaya sesuai
persyaratan yang berlaku dan diikuti dengan pembkinaan. Dalam sistem
sertifikasi kopi pada kasus di wilayah Gayo ini ini koperasi menjadi bagian
dari rantai nilai komoditi kopi yang menjadi prioritas untuk terus
dikembangkan. Dalam kaitan dengan pengembangan (upgrading) petani
melalui koperasi pada rantai nilai kopi ini masih perlu disepakati terkait
siapa yang akan menanggung biaya pengembangan tersebut.

Sama halnya dengan petani kopi di Liwa (Kabupaten Lampung
Barat), yang menggunakan organisasi petani (kelomook tani dan koperasi)
untuk bekerjasama dengan pembeli kopi (perusahaan pengolah kopi).
Perusahaan yang mensyaratkan adanya kualitas kopi berdasarkan
kebutuhan mereka. Pada awalnya petani hanya berinteraksi secara

9 Beberapa kebijakan tataniaga komoditi (kasus jeruk pontianak, komoditi teh di Jawa
Barat dan Cengkeh) yang diinisiasi oleh pemerintah terhadap pertanian melalui
kelembagaan seperti KUD telah menyebabkan semakin buruknya kinerja pengembangan
komoditi tersebut dan melemahnya kepercayaan petani terhadap organisasi pertanian
seperti koperasi.
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individu, sehingga kualitas yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan
pembeli sehingga harga yang diterima petani rendah. Posisi tawar yang
rendah ini dikarenakan petani tidak mampu memenuhi kualitas biji kopi
yang dibeli, adanya asimetris informasi (petani tidak/kurang mengetahui
harga kopi), dan tingginya biaya produksi. Saat ini sebagian kopi, telah
bergabung dalam organisasi petani (Koperasi atau kelompok tani),
dengan demikian permsalahan-permasalahan diatas dapat diatasi.
Koperasi kopi dalam hal ini sebagai wadah untuk dapat melakukan proses
tawar-menawar kepada pembeli, sesuai dengan Kkualitas yang
dipersyaratkan, adanya sharing sumberdaya dan biaya sehingga biaya
preduksi lebt rend:h.. Perusahaan luge lebih ieluasa melakukan
kerjasama dengan pengadaan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh
anggota (petani kopi) dalam memproduksi kopi berdasarkan kualitas yang
dipersyaratkan pembeli (perusahaan).

Kegiatan koperasi petani kopi memberikan beberapa keunggulan
bagi petani. Jika mengacu pada fungsi tradisional koperasi maka beberapa
kegiatan petani kopi vang efektif dilakukan melalui koperasi yaitu
melckukan pemasaran secara kolektif, sharing tenaga kerja, kredit,
penanganan risiko dan diseminasi pengetahuan dan teknologi (Neilson,
2008). Selain itu khusus untuk koperasi yang telah menjadi bagian dalam
rantai nilai komoditi giobal, koperasi juga telah menjalarkan fungsi
sebagai lembaga vang berperan dalam peningkatan kualitas komoditi kopi
dengan memperhatikan berbagai aspek yang sulit diterapkan secara
individu petani. Informasi yang sepihak yang diterima oleh petani ataupun
konsumen (prosesor atau konsumen akhir) dapat teratasi dengan adanya
koperasi sehingga terbangun hubungan yang baik antar penyedia suplai
(suppliers) dan pembeli (buyers). Namun fungsi-fungsi ini hanya terjadi
pada beberapa koperasi yang telah melakukan koordinasi vertikal dengan
perusahaan di hilir (petani melalui koperasi telah menjadi bagian (inklusif)
dari rantai nilai komoditi kopi. Sebaliknya, masih banyak wilayah-wilayah
sentra kopi lain yang belum terfasilitasi dengan organisasi petani yang
relatif baik, bahkan masih terjebak dalam pola pemasaran tradisional.
Kalaupun ada yang menerapkan perdagangai atau pemasaran melalui
koperasi, namun masih tidak berkembang dikarenakan persoalan
birokrasi dalam koperasi tersebut (umumnya dalam bentuk KUD) yang
mengakibatkan biaya tinggi dan prilaku korupsi yang terjadi.
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KESIMPULAN

Transformasi sektor agri-food dalam bentuk pasar yang semakin
dinamis telah merubah tata kelola dari organisasi agribisnis termasuk
pada sektor komoditi kopi. Rantai suplai dari komoditi semakin
terintegrasi secara vertikal dimana antara produsen dan konsumen
semakin dituntut untuk melakukan koordinasi vertikal dengan intensitas
yang semakin tinggi. Semakin meningkatnya permintaan konsumen
terhadap produk berkualitas dengan memperhatikan isu lingkungan dan
sosial telah menuntut produsen urtuk mulai memperhatikan standar
produk yang diimplementasikat: nwlalui kegiatan sertifikasi. Keglatan
produksi kopi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh perkebunan
rakyat dimana petani kecil dengan skala usaha yang tidak ekonomis
menjadi produsen utama pada sektor ini. Petani kopi menghadapi
tuntutan memperkuat dirinya agar bisa terintegrasi dalam rantai suplai
global komoditi kopi. Koperasi pertanian secara konseptual merupakan
lembaga yang tepat untuk mengintegrasikan petani kopi dengan
perusahaan global dan konsumen melalui penerapan fungsi-fungsi dari
koperasi. Pada kasus pengembagan komoditi kopi di Indonesia, walaupun
koperasi kopi jarang ditemukan, namun beberapa kopeiasi dapat nieniadi
acuan sebagai conioh menjalankan perannya koperasi dalam
mengintegrasikan petani ke dalam rantai suplai global komoditi kopi.
Keberadaan koperasi dalam membantu proses sertifikasi yang menjadi
syarat dari perusahaan swasta global telah mempermudah dan menjamin
keberlangsungan usaha perkebunan kopi rakyat di Indonesia. Namun
menjadi catatan penting di sini bahwa upaya ini masih sangat terbatas
dikarenakan masih adanya dilema antara penerapan koperasi yang ideal
berdasarkan dengan konsep teori yang ada dengan kenyataan sejarah
buruknya koperasi selama ini (kasus KUD vang banyak terjadi korupsi dan
penyelewengan fungsi ke arah kepentingan politik).
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